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ABSTRAK

Pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah
Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peningkatan
kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam
yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad
bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut,
sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta
ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat,
terarah dan bijaksana. Semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai
kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi
Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan
kepentingan Indonesia. Lingkungan laut di perairan yang berada di bawah
kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan
dilestarikan. Segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang
terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif
adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan
Nusantara. Baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang
dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif
selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut
internasional yang baru. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu
ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak
berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Republik
Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal
11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3); Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983; UU No.
4 Prp Tahun 1960; UU No. 44 Prp Tahun 1960; UU No. 44 Prp Tahun 1960;
UU No. 11 Tahun 1967.

Dalam undang-undang ini diatur tentang: Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di
bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut
diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan : Hak
berdaulat, Yurisdiksi, dan Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya
berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. Selanjutnya, dalam
rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan



CATATAN

kewajiban-kewajiban aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang
berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut : a.
Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga
melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. b.
Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat
mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali
apabila terdapat keadaan force majeure. c. Untuk kepentingan penahanan,
tindak pidana. Tekahir, ketentuan pidana barangsiapa dengan sengaja
melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan
hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober
1983.
Penjelasan : 8 him.



